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Abstrak: Salah satu tahapan dalam meningkatkan pelayanan publik agar tujuan pembangunan terciptanya 

kesejahteraan umum dapat raih adalah melalui analisis kinerja pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis kinerja pelayanan publik pada Badan Pegelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan, dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengukuran psikometrik Skala Likert yang memberikan 

gambaran fenomena dengan menyajikan data secara faktual, sistematis, dan akurat dari penerima layanan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei melalui kuisioner online. Adapun 

unsur yang disurvei terkait kepuasan masyarakat adalah kesesuaian pelayanan, aspek mekanisme dan 

prosedur, lama pelayanan,  spesifikasi jenis produk pelayanan, aspek perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, 

kompetensi pelayanan, penanganan terhadap pengaduan pengguna layanan, dan  biaya pelayanan. Hasil 

penelitian menunjukan secara umum kinerja pelayanan publik Badan Pegelola Perbatasan Daerah dengan 

kualitas kerja Baik, dan penilaian hasil pelayanan sebesar 84,80 masuk dalam kategori B. 

 

Kata Kunci: kinerja, pelayanan publik, survei, skala Likert 

 
Abstract: One of the stages in improving public services so that the development goals of creating general 

welfare can be achieved is through an analysis the performance of public services. The purpose of this study 

was to analysis the performance of public services in The Regional Management Borders Agency of 

Kepulauan Riau Province. The study uses descriptive qualitative with Likert scale which provides an overview 

of the phenomena that occur in the field and presents data in a systematic, factual, and accurate manner from 

service recipients.  The data collection techniques used in the study by surveying through online 

questionnaires. The elements surveyed are Service Conformity; Systems, Mechanisms, and Procedures; 

Service Time; Product Specifications Type of Service; Implementer Behavior; Facilities and Infrastructure; 

Service Competence; Handling Service User Complaints; and Service Fee. In general the results show that  

the performance of public services at The Regional Management Borders Agency is seen in terms of work 

quality by assessing the service results felt by service recipients that are 84,80, included in category B with 

good service performance. 
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I. PENDAHULUAN 

Fungsi utama pemerintah adalah 

melayani masyarakat, hal ini tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 mengenai pelayanan publik. 

Pelayanan publik ini menarik perhatian 

karena masih banyak kelemahan dan 

masih di bawah harapan masyarakat, 

sehingga aparatur pemerintah harus 

melakukan analisis untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Kemudian menurut Simanjuntak 

(2005:106) dan Wibowo (2007:205) 

kinerja didefinisikan sebagai tingkat 

pencapaian hasil dalam pelaksanaan tugas, 

adapun analisis kinerja merupakan hasil 

evaluasi kinerja organisasi, kelompok, 

atau individu, dimana analisis kinerja ini 

akan memberikan feedback terkait capaian 

tujuan dan sasaran kinerja dalam 

perencanaan, hingga proses pelaksanaan 

kinerja. 

Analisis kinerja biasanya 

dilakukan secara bertahap untuk 

memberikan gambaran kinerja organisasi 

selama periode waktu tertentu. Analisis 

evaluasi kinerja mencakup proses 

mengevaluasi, meninjau, dan mengukur 

kinerja organisasi. Pada prinsipnya, 

evaluasi kinerja dilakukan pada akhir 

periode tertentu/akhir tahun untuk 

mendapatkan gambaran kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

 
Gambar 1. Tujuan Analisis Evaluasi 

Kinerja (2022) 

 

 

Salah satu pedoman penilaian 

terhadap kualitas pelayanan publik adalah 

melalui survei unit kerja pemerintah yang 

harus dilakukan setiap tahun yaitu Permen 

PANRB Nomor 14 Tahun 2018 jo. 

Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyedia 

Layanan Publik.  

Pada akhir Desember 2021, Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi 

Kepulauan kembali berkiprah sebagai 

organisasi perangkat daerah di Provinsi 

Kepulauan Riau. Berdasarkan Pergub 

Kepri Nomor 92 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Cara Kerja Perangkat 

Daerah selanjutnya direvisi dengan 

Pergub Nomor 1 Tahun 2023. Dalam 

usianya yang menuju satu tahun 

dipandang perlu secara dini melakukan 

analisis terhadap kinerja pelayanan 

publiknya.  

Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan 

dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan secara berkelanjutan telah 

malakukan Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dalam mengukur pencapaian 

kinerja pelayanan urusan pemerintahan 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat 

termasuk mitra kerja sebagai pengguna 

layanan yang dilakukan secara berkala.  

SKM tahun 2022 lalu merupakan 

studi terhadap pelayanan terkait 

pelayanan data dan informasi perbatasan, 

fasilitasi kerja sama luar negeri di 

kawasan perbatasan, usulan 

pembangunan di kawasan perbatasan, 

koordinasi pelaksanaan pembangunan di 

kawasan perbatasan pada BPPD Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Ruang lingkup penyusunan studi 

kinerja pelayanan publik kepada 

Masyarakat/Mitra Kerja di BPPD Prov. 

Kepulauan Riau, meliputi metode studi 

dan unsur-unsur yang akan dievaluasi, 
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tahapan persiapan survei kepuasan 

masyarakat, tahapan pengolahan data, 

pembahasan hasil studi kepuasan 

masyarakat, kesimpulan, dan rencana 

tindak lanjut serta saran dari studi kinerja 

pelayanan publik. 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan dalam 

analisis evaluasi kinerja pelayanan publik 

ini adalah melalui survei terkait  kepuasan 

masyarakat (SKM) dengan pendekatan 

metode kualitatif yang diukur dengan 

skala likert.  

Skala likert yang dimaksud adalah 

skala pengukuran psikometrik, dan 

merupakan skala yang sering digunakan 

dalam penelitian yang berbentuk survei. 

Dalam skala likert, responden memilih 

jawaban yang sesuai dengan pernyataan 

yang tersedia. 

Mengacu pada Permen PANRB 

Nomor 14 Tahun 2018 ada 9 unsur survei 

kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik yang 

menjadi aspek pengukuran kepuasan 

masyarakat sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 9 Unsur SKM (2022) 

Dalam menentukan responden, 

cakupan wilayah BPPD Kepri 

bersinggungan dengan masyarakat dan 

mitra kerja ditentukan secara acak. Untuk 

ukuran proporsi sampel dan populasi 

digunakan tabel sampel Krejcie dan 

Morgan. 

 

Gambar 3. Tahapan Penelitian (2022) 

 

Form online dengan Google Form 

digunakan sebagai kuesioner pelayanan 

publik BPPD periode 2022 ini. Desain 

jawaban untuk setiap unsur pertanyaan 

pelayanan di dalam kuesioner berbentuk 

multiple choice. Akumulasi pemilihan 

jawaban kuesioner mencerminkan 

kualitas layanan.  

Tingkat kualitas layanan berkisar 

sangat baik hingga sangat buruk dengan 

nilai persepsi 1 sampai 4. Adapun nilai 

survei dihitung dengan nilai rata-rata 

tertimbang dari setiap unsur pelayanan. 

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, 

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit 

Pelayanan 

 
 

III. PEMBAHASAN DAN HASIL  

Perhitungan SKM akan 

menghasilkan nilai total dari tiap unit 

layanan yang ditentukan dengan rata-rata 

nilai dari tiap unsur pelayanan. Adapun 

nilai komposit (gabungan) pada BPPD 

Kepri merupakan penjumlahan dari rata-

rata setiap unsur layanan dikali bobot 

yang sama yaitu 0,143. Hasil rata-rata 

unsur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Unsur Survei Kepuasan 

Masyarakat 

 
 

Karakteristik Responden 

Adapun terkait karakteristik 

reponden pada hasil SKM pada Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau dibedakan menjadi 

empat yaitu berdasarkan umur, tingkat 

pendidikan,  dan karakteristik berdasarkan 

pekerjaan, dan jenis keperluan. 

 

Responden Berdasarkan Umur 

Karaketerisitk berdasarkan umur 

dibagi menjadi 6 (enam) kelompok 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3. Responden Berdasarkan Umur  

 

 
 

Terlihat dari tabel di atas bahwa 

diantara responden yang mengajukan 

pelayanan,bahwa mayoritas sebanyak 10 

orang yang berada pada kelompok usia 41 

sampai 50 tahun, dan paling sedikit 

sebanyak 0 orang berada pada kelompok 

usia 60 tahun ke atas.  

Responden Berdasarkan Jenis 

Pendidikan  

Berdasarkan Pendidikan dibagi 

menjadi 7 (tujuh) tingkat, yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Responden Berdasarkan Jenis 

Pendidikan 

 
Terlihat dari tabel di atas bahwa 

diantara responden yang mengajukan 

pelayanan,bahwa mayoritas sebanyak 10 

orang yang berada pada kelompok yang 

berpendidikan S1 dan paling sedikit 

sebanyak 0 orang dilakukan oleh 

kelompok berpendidikan  SD, SMP, D1, 

dan D2. 

 

Responden Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan 

Berdasarkan jenis pekerjaan 

dibagi menjadi 5 (lima) kelompok 

pekerjaan yaitu PNS, Swasta, Media, 

Swasta, BUMN/BUMD dan lain-lain. 

Struktur responden berdasarkan jenis 

pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan 

 

Terlihat dari tabel di atas bahwa 

diantara responden yang mengajukan 

pelayanan mayoritas sebanyak 11 orang 

yang berada pada kelompok PNS dan 

paling sedikit 0 orang yang berada pada 

kelompok pekerjaan BUMN/BUMD. 

      

Responden Berdasarkan Jenis 

Keperluan 

Responden terkait jenis keperluan 

dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 

terkait pelayanan data dan informasi 



 

Jurnal 

Barenlitbang 

Kepulauan Riau The Author(s). Jurnal Barenlitbang: Kepulauan Riau, Vol. 01(2), Juni 2023 

   

 

 
 

© Copyright: Author 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial-SahreAlike 4.0 International License 50 
 

perbatasan, fasilitasi kerja sama luar 

negeri di kawasan perbatasan, usulan 

pembangunan di kawasan perbatasan, dan 

koordinasi pelaksanaan pembangunan di 

kawasan perbatasan.  

Tabel 6. Responden Berdasarkan Jenis 

Keperluan 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, 

responden yang melakukan pengajuan 

layanan Data dan Informasi Perbatasan 14 

orang , fasilitasi kerja sama luar negeri di 

kawasan perbatasan sebanyak 1 orang, 

usulan pembangunan di kawasan 

perbatasan sebanyak 6 orang, dan 

koordinasi pelaksanaan pembangunan di 

kawasan perbatasan sebanyak 5 orang.  

 

Pendapat Responden Tentang 

Pelayanan 

Pemohon layanan yang 

mengajukan urusan terkait data dan 

informasi perbatasan, fasilitasi kerja sama 

luar negeri di kawasan perbatasan, usulan 

pembangunan di kawasan perbatasan, dan 

koordinasi pelaksanaan pembangunan di 

kawasan perbatasan diminta untuk 

mengisi SKM pada Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Provinsi Kepri. Survei 

dilaksanakan pada bulan September dan 

Oktober 2022 dan mendapatkan 

responden sebanyak 26 orang. Adapun 

rangkuman pendapat dari responden dapat 

dilihat pada berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Jawaban Kuisioner Survey 

Kepuasan Masyarakat Pelayanan 

 
Tabel 8. Rata–Rata Tiap Hasil Unsur 

SKM 

 
Sehingga nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat setelah 

dikonversi diperoleh                  84,80 

sebagai nilai akhir. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

kinerja pelayanan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

elemen pelayanan yang masih kurang 

memuaskan, terutama pada 

penanganan pengaduan pengguna 

layanan. Oleh karena itu, Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau sebaiknya 

mempertimbangkan untuk 

menyediakan layanan pengaduan 

online berbasis Smartphone di masa 

depan. Layanan ini dapat diunduh 

melalui Playstore pada Smartphone. 

Nilai Indeks Pelayanan 

Pemerintahan kepada Masyarakat pada 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Provinsi Kepri pada tahun 2022 
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sebagai tahun pertamanya berkiprah 

adalah 3,39 dengan Nilai SKM setelah 

dikonversi mendapatkan nilai 84,80 

dan mutu pelayanan termasuk kedalam 

kategori B atau Baik. 

Kemudian Untuk meningkatkan 

transparansi informasi publik pada 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau, disarankan 

agar segera dibangun sebuah situs web 

dengan halaman khusus untuk 

menangani pengaduan, saran, dan 

masukan secara responsif. 

Beragamnya karakteristik 

responden dalam menyikapi unsur-

unsur pelayanan pada BPPD Prov. 

Kepri, maka perlu dilakukan 

peningkatan pelayanan publik pada 

pelayanan pemerintahan kepada 

masyarakat, melalui 2 (dua) hal, yaitu 

yang pertama agar fasilitas sarana dan 

prasarana diperbaharui secara terus 

menerus sehingga kinerja Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah dapat 

meningkat. Adapun yang kedua demi 

kenyamanan dan kelancaran layanan 

kepada masyarakat maka pelayanan 

yang berkaitan dengan pengaduan 

masalah harus ditingkatkan. 

Melalui jurnal ini diharapkan 

kinerja pelayanan kepada masyarakat 

oleh Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

semakin meningkat, demikian pula 

pemerintah daerah secara 

keseluruhan. Saran dan masukkan 

yang telah dituliskan di atas 

diharapkan menjadi pedoman 

sehingga dapat menciptakan 

pembaharuan yang terus-menerus 

dalam pelayanan prima terkait 

pelaksanaan administrasi 

pemerintahan dan ke depan Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi 

Kepulauan diharapkan mampu 

menjadi unit pelayanan yang 

profesional dan responsif. 
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